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I. U M U M 

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di 
Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi 
dan distribusi. Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sangat dipengaruhi 
oleh perkembangan transaksi bisnis serta pola konsumsi masyarakat yang 
merupakan objek dari Pajak Pertambahan Nilai. Perkembangan ekonomi 
yang sangat dinamis baik di tingkat nasional, regional, maupun 
internasional terus menciptakan jenis serta pola transaksi bisnis yang 
baru. Sebagai contoh, di bidang jasa, banyak timbul transaksi jasa baru 
atau modifikasi dari transaksi sebelumnya yang pengenaan Pajak 
Pertambahan Nilainya belum diatur dalam Undang-Undang Pajak 
Pertambahan Nilai. 
 

Dalam rangka menjawab perubahan yang sangat cepat tersebut, perlu 
dilakukan pembaruan dan penyempurnaan Undang-Undang Pajak 
Pertambahan Nilai. Pembaruan (reformasi) sistem pajak konsumsi telah 
dilakukan pada tahun 1983 dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 
8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan 
Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Langkah pembaruan dan 
penyempurnaan terus dilakukan secara konsisten pada tahun 1994 
dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 dan 
terakhir tahun 2000 dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 18 
Tahun 2000. 
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Perubahan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai ini bertujuan 
sebagai berikut. 

1. Meningkatkan kepastian hukum dan keadilan bagi pengenaan Pajak 
Pertambahan Nilai. 

 Perkembangan transaksi bisnis, terutama jasa, telah menciptakan 
jenis dan pola transaksi baru yang perlu ditegaskan lebih lanjut 
pengenaannya dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. 

 

2. Menyederhanakan sistem Pajak Pertambahan Nilai. 
 Penyederhanaan sistem Pajak Pertambahan Nilai dilakukan dengan  

mengubah atau menyempurnakan ketentuan dalam Undang-Undang 
Pajak Pertambahan Nilai yang menyulitkan Wajib Pajak dalam rangka 
melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. 

 
3. Mengurangi biaya kepatuhan. 
 Penyederhanaan sistem Pajak Pertambahan Nilai diharapkan pula 

dapat mengurangi biaya, baik biaya administrasi bagi Wajib Pajak 
dalam rangka melaksanakan hak dan kewajibannya maupun biaya 
pengawasan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dalam rangka 
mengawasi kepatuhan Wajib Pajak. 

 
4. Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. 
 Tercapainya tujuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan tingkat 

kepatuhan sukarela Wajib Pajak. Tingkat kepatuhan sukarela yang 
tinggi diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak yang 
tercermin dengan naiknya rasio pajak (tax ratio).  

 
5. Tidak mengganggu penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. 
 Di samping tujuan di atas, fungsi pajak sebagai sumber penerimaan 

negara tetap menjadi pertimbangan. 
 
 

6. Mengurangi distorsi dan peningkatan kegiatan ekonomi. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal I 

      Angka 1 

        Pasal 1 

                Cukup jelas. 
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   Angka 2 

    Pasal 1A 

     Ayat (1) 

         Huruf a 
Yang dimaksud dengan “perjanjian” meliputi jual 
beli, tukar-menukar, jual beli dengan angsuran, 
atau perjanjian lain yang mengakibatkan 
penyerahan hak atas barang. 
 

      Huruf b 
Penyerahan Barang Kena Pajak dapat terjadi 
karena perjanjian sewa beli dan/atau perjanjian 
sewa guna usaha (leasing).  
Yang dimaksud dengan “pengalihan Barang Kena 
Pajak karena suatu perjanjian sewa guna usaha 
(leasing)” adalah penyerahan Barang Kena Pajak 
yang disebabkan oleh perjanjian sewa guna 
usaha (leasing) dengan  hak opsi.   

Dalam hal penyerahan Barang Kena Pajak oleh 
Pengusaha Kena Pajak dalam rangka perjanjian 
sewa guna usaha (leasing) dengan hak opsi, 
Barang Kena Pajak dianggap diserahkan 
langsung dari Pengusaha Kena Pajak pemasok 
(supplier) kepada pihak yang membutuhkan 
barang (lessee).  
 

      Huruf c 
Yang dimaksud dengan “pedagang perantara” 
adalah orang pribadi atau badan yang dalam 
kegiatan usaha atau pekerjaannya dengan nama 
sendiri melakukan perjanjian atau perikatan atas 
dan untuk tanggungan orang lain dengan 
mendapat upah atau balas jasa tertentu, 
misalnya komisioner.  

Yang dimaksud dengan “juru lelang” adalah juru 
lelang Pemerintah atau yang ditunjuk oleh 
Pemerintah. 
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      Huruf d 

     Yang dimaksud dengan “pemakaian sendiri” 
adalah pemakaian untuk kepentingan pengusaha 
sendiri, pengurus, atau karyawan, baik barang 
produksi sendiri maupun bukan produksi 
sendiri. 

     Yang dimaksud dengan “pemberian cuma-cuma” 
adalah pemberian yang diberikan tanpa 
pembayaran baik barang produksi sendiri 
maupun bukan produksi sendiri, seperti 
pemberian contoh barang untuk promosi kepada 
relasi atau pembeli. 

 

     Huruf e 

Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau 
aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk 
diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat 
pembubaran perusahaan, disamakan dengan 
pemakaian sendiri sehingga dianggap sebagai 
penyerahan Barang Kena Pajak.  

Dikecualikan dari ketentuan pada huruf e ini 
adalah penyerahan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1A ayat (2) huruf e. 
 

      Huruf f  

Dalam hal suatu perusahaan mempunyai lebih 
dari satu tempat pajak terutang baik sebagai 
pusat maupun sebagai cabang perusahaan, 
pemindahan Barang Kena Pajak antartempat 
tersebut merupakan penyerahan Barang Kena 
Pajak.  

Yang dimaksud dengan “pusat” adalah tempat 
tinggal atau  tempat kedudukan.  

Yang dimaksud dengan “cabang” antara lain 
lokasi usaha, perwakilan, unit pemasaran, dan 
tempat kegiatan usaha sejenisnya. 
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      Huruf g 
     Dalam hal penyerahan secara konsinyasi, Pajak 

Pertambahan Nilai yang sudah dibayar pada 
waktu Barang Kena Pajak yang bersangkutan 
diserahkan untuk dititipkan dapat dikreditkan 
dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak 
terjadinya penyerahan Barang Kena Pajak yang 
dititipkan tersebut.   

     Sebaliknya, jika Barang Kena Pajak titipan 
tersebut tidak laku dijual dan diputuskan untuk 
dikembalikan kepada pemilik Barang Kena Pajak, 
pengusaha yang menerima titipan tersebut dapat 
menggunakan ketentuan mengenai pengembalian 
Barang Kena Pajak (retur) sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5A Undang-Undang ini. 

       

      Huruf h 
 Contoh: 

Dalam transaksi murabahah, bank syariah 
bertindak sebagai penyedia dana untuk membeli 
sebuah kendaraan bermotor dari Pengusaha 
Kena Pajak A atas pesanan nasabah bank syariah 
(Tuan B). Meskipun berdasarkan prinsip syariah, 
bank syariah harus membeli dahulu kendaraan 
bermotor tersebut dan kemudian menjualnya 
kepada Tuan B, berdasarkan Undang-Undang ini, 
penyerahan kendaraan bermotor tersebut 
dianggap dilakukan langsung oleh Pengusaha 
Kena Pajak A kepada Tuan B. 
 

      Ayat (2) 

      Huruf a 

     Yang dimaksud dengan ”makelar” adalah makelar 
sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Dagang, yaitu pedagang 
perantara yang diangkat oleh Presiden atau oleh 
pejabat yang oleh Presiden dinyatakan berwenang 
untuk itu. Mereka menyelenggarakan 
perusahaan mereka dengan melakukan 
pekerjaan dengan mendapat upah atau provisi 
tertentu, atas amanat dan atas nama orang-
orang lain yang dengan mereka tidak terdapat 
hubungan kerja. 
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